PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS TENAGA KERJA
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;
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
NOMOR 067.2/1888/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang optimal dan untuk memberikan jaminan prosedur
yang distandarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan
adanya Standar Operasional Prosedur;

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pencatatan
Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Nega(a Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan
Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 32 tahun
2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan
Lembaga Kerja Sama Bipartit;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 111};

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 69);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi;""’[‘ugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 110};



Menetapkan :
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KEEMPAT

KELIMA

SALINAN disampaikan kepada Yth :
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19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Operasional Pencatatan Lembaga Kerjasama
(LKS) Bipartit.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilaporkan kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semaran%
pada tanggal : () 5 NOV 2020
ﬁ{m E?;NAS TENAGA KERJA

,& /’Ms;ﬁ_; X RANG
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Walikota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS T ENAGA KERJA KOTA
SEMARANG

NOMOR : 067.2/1888/2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENCATATAN
LEMBAGA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA

BOMOR 80P 067.2/027 [DISNAKER/ ‘;‘HJS’FK/ 2020
TARGCGAL PEMBUATAN 29 Met 2017
TANGGAL REVISI 07 September 2020
TANGGAL EFEKTIF ‘.Q&Noxl'éﬁ)b’g:r 2020
g ‘?‘?’ L epﬁlé -Dinas Tenaga Kerja

U ‘gKem Semarang

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang Undang Republik Indeonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

ketenapakerjaan
Undang Undang Republik Indenesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Dacrah
Permenaker B No. 32 tshun 2008 tentang Tata Caes Panbentukan dau Susunsn
Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
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2. Menguasai U No. 23 Tabun 2014

3. Menguasad Permenaker Bl No. 32 Tahwan 2008

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
2 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

1. Aturan Perundang - undangan & Permenaker
2. Komputer

3. Printer

4. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak momennld syarat wiska permohonan Pencatatan LES Bipartit

Dokumen laporan tercatat dan tardata dalam bentuk bardeopy dan soficopy.

ditangguhl & dilengbapi terlebih dabml

PELAKSANA

BAKU MUTU

URAIAN PROSEDUR

PEMOHON STAFF Kasi KARID SEEDIN

HEETERANGAN

KADIS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WARTY OUT PUT

Pemochon mengajukan berkas
Pencatatan LKS Bipartit
kepads Kadispaker Kota

@ dengan d foup
persyaratan sesuai dengan
ketentuan

LKS Bipartit di
catatkan di
Disnaker Kota
Semarang
selambat-
lambatnya 14 hari
kerja setelah
pembentukan.

1. Surat Permohonan
Pencatatan LKS Bipartit

2. Berita acara pembentukan
LES Bipartit

3. S Hepe
LKS Bipartit

EUINRAD

Menerima berkas dari
pemohon dan mencatat
register surat masuk Dinas

10

Monit Lembar Disposisi

wsteverifiloasi dean
memerintahkan Kabid HI
untuk memproses berkas
Pencatatan LKS Bipartit
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

w

Lembar Disposisi Disposisi

1 hari

Menugaskan Kasi Syaker
uvniuk menindaidanguti berkss
Petcutaia LKS Bipartiy

Lembar Disposisi Disposisi

Memeriksa dan meneliti
berkas serta membagi tugas
ke Staff

Melakukan penelitian
per 4 +

Biparit

LES

\V

(

Berkas yang tidak
lengkap/ tidak
sesuai ketentuan
Ul akan
diinformasikan ke
Pemohon untuk
direvisi.

1. Minimal anggota LKS 6
feraan) Orang

2. Perbandingss: perwakilan
anggota darl unsur pekerja
dan unsur pengusaha 1:1

Membuat konsep SK
Pencatatan LKS Bipartit

SK Pencatatan

6 Hari | |KS Bipartit

Melakukan koreksi SK
Pencatatan LES Bipartit

SK Pencatatan
LKS Bipartit

e

Melakukan koreksi SK
Pencatatan LKS Bipactit

SK Pencatatan
LKS Bipartit

Menandatangani SK

SK Pencatatan

19 Pencatatan LKS Bipartit

LKS Bipartit

Menginformasikan ke

11 {Pemohon SK Pencatatan LKS

SK Pencatatan

i

Bipartit sudah dapat dicmbil

LKS Bipartit

Mengambil 8K Pencatatan LKS
Bipartit di Dinas Tenaga Kerja

12

‘ Selesai }

Kota Semarang




